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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ,Tempat lahir di Tolitoli, tanggal lahir 22 Juli 1991, Umur 31
tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX
XXXXxX, Tempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXX XXX X, XXXXXXXXX
XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX,  XXXXXXXXX — XXXXXXXX, Sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat lahir di Sandana, 15 Juni 1981, Umur 41 tahun, Agama
Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan xxxxx, Tempat tinggal di Desa
Tambun, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02
Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada
Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Tli, tanggal 05 Desember 2022 dengan dali-dalil
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada
hari Kamis, tanggal 02 Januari 2014, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama

Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam
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Kutipan Akta Nikah Nomor : 07 / 07 /| / 2014, yang dikeluarkan pada
tanggal 15 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua
Penggugat di XXXXX XXXXXXX XXX XXX X, XXXXXXXXX XXXX, Kecamatan Baolan,
Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir tinggal bersama
di alamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami
istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
a. Muhammad Luthfi Mahardika bin Hasanuddin, umur 8 tahun,

b. Muhammad Rayyan Al-Hasyim bin Hasanuddin, umur 5 tahun,
dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat
adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak
rukun lagi sejak bulan Juli, tahun 2015 sampai sekarang, karena sering
terjadi perselisihan;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah:

a. Bahwa Tergugat pernah melecehkan keponakan Penggugat;

b. Bahwa Tergugat tidak dapat mengontol emosi dan cuek dengan keluarga;
c. Bahwa Tergugat pernah memukul anaknya;

d. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan Juni tahun 2021, dan akibat perselishan dan
pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman
adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha

tersebut tidak berhasil;
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8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan
dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas
perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6408105001850001 atas nama
Penggugat (Sitti Masagena), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan catatan sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal 06 Desember 2012, Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan
telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1).;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2014, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama kecamatan Baolan, tertanggal 15 Januari 2014,
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan
aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.2).;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi, lahir 13 Januar 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx 3, XXXXXXXXX XXXX,
Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXxXX, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak
kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
pada tahun 2014 di Kecamatan baolan, XXXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena melecehkan keponakan Penggugat, Tergugat sering
emosi tanpa sebab dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin
dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi pemah mendengar dan melihat langsung penggugat dan

tergugat bertengkar;
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- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tergugat tidak suka dengan keluarga
Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
yang berakibat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih sejak
Juni 2021 hingga sekarang;

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada
komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

2. Saksi, lahir 20 Nopember 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Urursan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Vetran
3, XXXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXxX, di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai
tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
pada tahun 2014 di Kecamatan baolan, XXXXXXXXX XXXXXXXX;

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak rukun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena melecehkan keponakan Penggugat, Tergugat sering
marah tanpa tanpa alasan dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan
batin dan berakibat Tergugat pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi pemah mendengar dan melihat langsung penggugat dan
tergugat bertengkar;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tergugat tidak suka dengan keluarga
Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat

yang berakibat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah tidak
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memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih sejak
Juni 2021 hingga sekarang;

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada
komunikasi dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata
tidak hadimya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fighiyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid I, halaman 405, yang selanjutnya
dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

Al Ga Y Al ggd g ald Craalcal) alsa (a pSla LY o0 (e
Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutannya Penggugat
agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-daliinya
pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 02 Januari 2014, Selama pernikahan tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai dua orang anak, bahwa sejak tahun 2015, mulai terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat melecehkan keponakan Penggugat,
tergugat seringn marah tidak dapat mengontrol emosi dan Tergugat tidak
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat serta Puncak perselishan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Juni 2021, bahwa Penggugat
dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga
sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalii gugatan Penggugat, maka yang

menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2021
hingga sekarang yang berakibat Penggugat dan Tergugat Telah Pisah
tempat tinggal;

3. Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak
memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukt surat sebagaimana bukt P.1 dan P.2 serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copy kartu tanda penduduk)
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah)
yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan
aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah
fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukii;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan
keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum
untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah
menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang
Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg,
telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti
surat sebagaimana bukti P2. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh
fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Januari
2014 di Kecamatan Baolan, XXXXXXXXX XXXXXXXX;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak
tahun 2015 disebabkan karena tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat sejak Juni 2021;

4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberikan nafkah
kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan
tidak ada komunikasi;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan
kewajibanya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah

pada tanggal 02 Januari 2014;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta
sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat
dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta sudah tidak ada
komuinikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan
pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan tergugat melakukan pelecehan dan
tidak memberi nafkah lahir batin kepada penggugat serta puncaknya
perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2021
berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga terjadi pisah
tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah
tidak ada hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Majelis Hakim
berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya
perselsihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka
sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi
dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya,
sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat
dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi
karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya
penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah
perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak
terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah

diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.
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pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim
berpendapat gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat
patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilhat dari pihak mana datangnya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang.

2. Dalil figh yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291

sebagai berikut :
) (e lli ) Lgd s Laglial (i B pdiad) ol 0 dre gl Lay gy a3V pal A gl <l 1
Lagln g3al) o8 Jas g o) el 13) A dlth uald)) Lghthy diag (3 A0

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti

kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;’
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3. Dan petunjuk syari dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

Al o2l Al il G333 ) e B g
Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu

atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini
adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat
(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu
ba’in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.385.000 (tiga

ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami, I|hsan, S.H.l sebagai
Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.l. M.H.l. dan Syafi’il Anam, S.H.l,,
M.H.,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
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Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Nanda Trisna Putra, S.H.l. M.H.L. lhsan, S.H.I
ttd
Syafi’il Anam, S.H.l., MH.,
Panitera,
ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP ‘Rp 60.000,00
- Proses ‘Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 240.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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